
 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 12                                                                                          TAHUN 2021 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 12 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320                          

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004               

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2                        

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2                   

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5189); 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                     

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4575); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5155); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentag Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor  27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 6523); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
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  28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan Barang 

Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Serta Penyampaiannya; 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);  

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33  Tahun  2019  tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 655); 
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  35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

  36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 

Nomor 02); 

  37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah                   

Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2007 Nomor 61); 

  38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5                   

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5); 

  39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8); 
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  40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok                    

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok 

Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok                  

Tahun 2013 Nomor 7); 

  41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 5); 

  42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2017 Nomor 18); 

  43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Penyertaan Modal Melalui Penambahan Modal Saham Pemerintah 

Kota Depok kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016  Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Melalui 

Penambahan Modal Saham Pemerintah Kota Depok kepada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 19); 
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  44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok                           

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016               

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok                                          

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017                

Nomor 21); 

  45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); 

  46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 7); 

  47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020                   

Nomor 77); 

  48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok                 

Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok 

Nomor 3); 
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  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

dan 

WALI KOTA DEPOK 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

  Pasal 1 

  (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat : 

  a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

  (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan  Daerah. 

  Pasal 2 

  Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf a untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut: 

  a. Pendapatan              Rp3.059.775.185.315,00 

b. Belanja              Rp3.199.202.687.103,55 

Defisit                                                         (Rp139.427.501.788,55) 

c. Pembiayaan  

1. Penerimaan  Rp670.655.917.064,55 

2. Pengeluaran    Rp74.094.500.000,00 

3. Pembiayaan Bersih                                Rp596.561.417.064,55 
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  Pasal 3 

  Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah sebagai berikut: 

  a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut: 

  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan       Rp3.074.802.282.633,80 

2. Realisasi       Rp3.059.775.185.315,00 

  Selisih Kurang     Rp15.027.097.318,80 

  b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah sebagai berikut: 

  1. Anggaran belanja setelah perubahan       Rp3.671.363.699.698,35 

2. Realisasi            Rp3.199.202.687.103,55 

   Selisih Lebih        Rp472.161.012.594,80  

  c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit), adalah sebagai 

berikut: 

  1. Anggaran Defisit setelah perubahan       (Rp596.561.417.064,55) 

2. Realisasi                                                     (Rp139.427.501.788,55) 

Selisih Lebih       Rp  457.133.915.276,00 

  d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan adalah 

sebagai berikut: 

  1. Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan Rp670.655.917.064,55 

2. Realisasi                                                         Rp670.655.917.064,55 

Selisih Lebih        Rp0,00 

  e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah 

sebagai berikut: 

  1. Anggaran pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan Rp74.094.000.000,00 

2. Realisasi Rp74.094.000.000,00 

Selisih Lebih Rp0,00 
  f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto adalah sebagai 

berikut: 

  1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan  Rp596.561.417.064,55 

  2. Realisasi  Rp596.561.417.064,55 

Selisih Lebih           Rp0,00 
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  Pasal 4 

  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

   a. Saldo Anggaran Lebih Awal   Rp670.655.917.064,55 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih                

sebagai Penerimaan Pembiayaan  

Tahun Berjalan   (Rp670.655.917.064,55) 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran   Rp457.133.915.276,00 

d. Koreksi Tahun Sebelumnya   Rp0,00 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir   Rp457.133.915.276,00 

  Pasal 5 

  Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c                                

per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

  a. Jumlah Aset      Rp14.128.331.630.656,80 

b. Jumlah Kewajiban  Rp35.594.071.924,91 

c. Jumlah Ekuitas Dana  Rp14.092.737.558.731,90 

  Pasal 6 

  Laporan Operasional Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut: 

  a. Pendapatan             Rp5.242.197.083.173,35 

b. Beban             Rp3.165.927.160.854,97 

Surplus/Defisit Operasional          Rp2.076.269.922.318,38 

c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional   Rp7.605.243.144,00 

d. Pos luar Biasa       Rp279.977.266,55 

Surplus/Defisit LO    Rp2.083.595.188.195,83 

  Pasal 7 

  Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 

sebagai berikut: 

  a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020     Rp670.655.917.064,55 

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi      Rp565.611.745.253,45 
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c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi  

Aset Non Keuangan         (Rp779.133.747.042,00)  

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp0,00 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris            Rp3.905.338,00 

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020    Rp457.137.820.614,00 

  Pasal 8 

  Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1                

ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

  a. Ekuitas Awal                                                 Rp12.019.319.765.666,80 

b. Surplus/Defisit-LO                                        Rp2.083.595.188.195,83 

                     Sub Total                          Rp14.102.914.953.862,60 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

1. Koreki Piutang Pajak                                  Rp95.079.598.148,05 

2. Koreksi Penyisihan Piutang                        (Rp88.061.483.578,47)  

3. Koreksi Aset Tetap                                      (Rp9.018.526.279,49) 

4. Koreksi Penyusutan                                    (Rp981.710.766,51) 

5. Koreksi Utang Belanja                                 (Rp584.357,00) 

6. Koreksi Pendapatan Retribusi                     (Rp4.434.362.200,00) 

7. Koreksi Ekuitas Lainnya                             (Rp2.760.326.087,29) 

                          Sub Total                          (Rp10.177.395.130,71) 

                   Jumlah Ekuitas Akhir                       Rp14.092.737.558.731,90 

  Pasal 9 

  Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g 

Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
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  Pasal 10 

  Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas: 

  A. Lampiran  I : Laporan Realisasi Anggaran. 

  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi. 

  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan. 

  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka 

pengelolaan keuangan Negara. 

  B. Lampiran II : Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

  C. Lampiran III : Laporan Operasional. 

  D. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas. 

  E. Lampiran V : Neraca. 

  F. Lampiran VI : Laporan Arus Kas. 

  G. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan. 

  H. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. 

  I. Lampiran  IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

tertagih. 
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  J. Lampiran  X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir. 

  K. Lampiran  XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 

  L. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap daerah. 

  M. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

  N. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. 

  O. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 

  P. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah. 

  Q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

  R. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 

  S. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 

Diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya. 

  T. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

  Pasal 11 

  Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan 

Peraturan Wali Kota. 
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  Pasal 12 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Depok. 

       Ditetapkan di Depok 

              pada tanggal 15 Oktober 2021     

       WALI KOTA DEPOK, 

 
                                               TTD 
 

       
    K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 
Diundangkan di Depok 

pada tanggal 15 Oktober 2021     

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

       TTD 

   

SUPIAN SURI 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 12  

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 

(12/175/2021) 
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

A. Lampiran  I : Laporan Realisasi Anggaran. 

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi. 

2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan. 

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan. 

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan 

keuangan Negara. 

B. Lampiran II : Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

C. Lampiran III : Laporan Operasional. 

D. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas. 

E. Lampiran V : Neraca. 

F. Lampiran VI : Laporan Arus Kas. 

G. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan. 

H. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. 

I. Lampiran  IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih. 

J. Lampiran  X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 

Dana Bergulir. 

K. Lampiran  XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 
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L. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap daerah. 

M. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

N. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. 

O. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 

P. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah. 

Q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

R. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 

S. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya. 

T. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

 

WALI KOTA DEPOK, 

 

                                                                                            TTD 

 

   K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 


